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Data tersebar di setiap Aplikasi pada

Dq tq q d G Iq h setiap Instansi/Unit/OPD
' n eW Oi I ] yq n g Masing-masing Instansi/Unit/OPD

memiliki definisi data yang berbeda

Tidak standar

Tertutup datanya sendiri

&) berhCI rgq dqn A A . A. . | Masing-masing Instansi menguasai

t b d a k te r h N g gq J Data sejenis dapat diproduksi oleh

- Joko Widodo - beberapa aplikasi
Presiden Republik Indonesia Format data

beragam Masih berbentuk hardcopy, xIs, JPG, PDF




Kondisi Eksisting Layanan Pemerintah

Aplikasi dikembangkan secara silo oleh masing-

masing Instansi

« 27.400 Aplikasi Pemerintah tersebar dalam 2.700
Pusat Data

+ Belum adanya integrasi antar layanan

Data Pemerintah

* Tersebar di masing-masing Instansi

» Berpotensi terjadinya duplikasi

» Tertutup/tidak bisa dibagipakaikan

* Belum mengacu pada sumber data
yang benar




’ Transformasi Pemerintahan
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 Transformasi
Pemerintah

Smart Government

Government

 Tata Kelola Pemerintahan Silo base
« Tidak ada sentuhan TIK



Transformasi Pemerintahan

E-Arsip

e-Government
Masing-masing IPPD
menyelenggarakan
aplikasi
perkantoran, perlu
media perantara
untuk penyampaian
informasi

i-Government
Aplikasi Umum
telah terintegrasi,
sehingga kebutuhan
komunikasi dan
informasi dapat
melalui satu akses



« Pada era ini Pemerintah didorong untuk dapat bertransformasi menjadi smart

government, dimana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data ’ Gov 4.0 |
Pengambilan Big Data+Al
keputusan tanpa data Data gl s g Pengambilan

Keputusan dan
Penentuan Arah
Pembangunan

Smart Government

v Tata Kelola Pemerintahan yang
Cerdas

v" Antar silo saling membutuhkan

v/ Big Data analytic menjadi
sumber informasi dalam
pengambilan keputusan

v" Kecerdasan Buatan berperan
dalam proses birokrasi




Contoh : Ragam Aplikasi Pelaporan di Studi Kasus

Saat ini masing-masing
B GooglePlay [iawi = daerah memiliki Aplikasi

Search Android apps v All prices v All devices v Pelaporan S"O-S”O, tidak

My apps terintegrasi dan tidak
Shop Apps komprehensif.
<
Sam]e: % N Pemeliharaan aplikasi pun
"o ‘w / o \ B beragam ;
Editors' Choice
. ADMIN . 4 ‘ 8 - Rilis lalu ditinggal;

Payment methods Tldak update patCh

SP4N LAPOR! Instansi Pengel LAPOR - Layar Lapor Kompoln: Lapor Sleman Lapor Kasus Lapor Bantul e-Lapor Bantul 1 .
My subscriptions MENPAN MENPAN KeDai Globalindo Lapor Kompolnas Kominfo Sleman mistudio Pemerintah Kabup Pemerintah Kabug Secu ”tynya’
[z * ok k * ok * Kk k *okok ok * ok ok ok = dSb-
Buy gift card
My wishlist e-Filin
\RES TANG g
My Play activity ¢ Lapor SPT i
Parent Guide Tahunan %. — _-::‘
Pajak : W, ]
“Sriine e aSya raka
Lapor Om Hery Lapor DPCS LAPOR POLRES Lapor Bupati Te Lapor Hendi eFiling Lapor Si Lapor Pak Carr Mobile Siaran
Marsukarya PT Pupuk Kalimar Argo Cipta Persada Humas Tegalkab Pemerintah Kota S Patriot Inc DiKawal Diskominfo Kota
* ok ok ok k *ok ok ky * * * kA *okokoky * Kk Masyarakat akan blngung
mau lapor kemana dan bila
g2 Priting g2 \ beda daerah akan banyak
\/ SPT \/ i q o
Z ILapor Y \ ) Install aplikasi lapor yang
ELAPOR OPT ERIESIEK ELAPOR OPT N
4 i | berbeda.
E-Lapor OPT Df DJP Online - La| Lapor Pajak SF LAPOR TANGSE E-Lapor E-Lapor Petugz Cek DJP Online Lapor Kang
Dit. Perlindungan - NyanDev Indonesia Maballo AppQ POLRES TANGSE! Bhuana Jaya Dit. Perlindungan - Farrel Studio Pemerintah Kabuy

*hok kT * ok k * ok Kkd * ok k *kk Kk * ok ko



Yang dihadapi masyarakat saat ini

. 1. Masyarakat harus mengetahui layanan
| yang dibutuhkan dan Instansi yang
dapat melayani

Y 2. Harus menginstall aplikasi sesuai
- ( H | layanan yang dibutuhkan
M 3. Harus mengingat dan mengakses situs
= ' web layanan sesuai kebutuhannya

4. Harus mendaftar pada setiap layanan
' yang diakses

5. Harus mengingat banyak username dan
' password



Layanan Berbasis Citizen Centric

Mengutamakan kebutuhan masyarakat untuk
dapat memberikan layanan yang nyaman,
mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat
Memetakan kebutuhan dan keinginan
masyarakat dalam meningkatkan kualitas
pelayanan

Menggunakan data dalam pengambilan
keputusan.

Terus melakukan perubahan, dengan
melakukan evaluasi dan perbaikan layanan

Nyaman,

Mudah, Murah,
Cepat
o

A




Sebelum € Menjadi

1. Pemetaan & assessment aplikasi existing

2. Kesesualan dengan standar SPEE
"Seweat K betertunn becinboy

ST

/~  27.300 Aphkasi & 27.400 Database
27.400.000 data primar (bahkan lebih)

(R (] A} M)

i Data

* Duplik

2700 DC/Ruang Server

&

. Penetapan aplicasi umum
. Pengembangan app tmum

1
2
3. Interop dilakukan antar aplikasl umum
4. Penctapan SATU DATAINDONESIA

Sawe L e teehs

Kebijakan terpaduantarainfrastrukuur, Aplikasi Umum dan SDI

Pusat Data Nasional 10 DC

» Konsolicasi aplikasi urmum mengadi Govt

Super Apps

o2 2 1.0
ifn 'l" -
50 —-100 alpmm.\i & 50 =100 Database

-k -

Superapps Superapps
Pelayanan umum Admanistrasi
pemerintahan

Pusat Xonsolidasi
Satu Data indonesia

Satu Kesatuan
Kebljakan

Satu Data
Indonesia




ISU INTEROPERABILITAS

PADA APLIKASI/DATA SEJENIS
Aplikasi A

/Jika interoperabilitas 1 aplikasi perlu waktu 1 )
bulan. Untuk menghubungkan aplikasi IPPD

@17 Kab 18 Kab 19 Kab 20\ — diperlukan:
630 API IPPD x ... bin = .... bulan = ?? tahun
N )

Dampak interoperabilitas aplikasi sejenis

+ Potensi ditemuinya data yang tidak standar,

ApllkaSI A’ sehingga perlu proses transformasi

= 630 API
IPPD + Saat ada Perubahan Proses Bisnis, Penambahan

Fitur pada Aplikasi Umum/Aplikasi Sejenis perlu
dilakukan penyesuaian API

* Perlu alokasi anggaran untuk OMD setiap aplikasi

+ Big Data Analitic mengacu pada data yang silo

@ 21 Kab 22Kab 23 Katy — *+ Pengambilan keputusan berlaku secara silo

D



Ini baru 4 aplikasi

ePlanning eBudgeting eKepegawaian eNaker

L o i on AP N

oA

Kab21 Kab22 Kab23 Kab24 Kab21 Kab22 Kab23 Kab?24 Kab21 Kab22 Kab23 Kab 24 Kab21 Kab22 Kab23 Kab 24

e e ——

e~
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Sistem
Penghubung
Layanan

Pemerintah (SPLP)

Ketentuan IPPD:

v' Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah harus menggunakan SPLP

v' Dalam menggunakan SPLP, IPPD perlu
membuat keterhubungan dan akses JIP

v IPPD harus memenuhi standar
interoperabilitas antar Layanan SPBE

v’ Interoperabilitas antar Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah dilakukan melalui
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah




Fv

Jaringan Intra Pemerintah

\

Jaringan Intra Pemerintah
\
Jaringan Intra Instansi Pusat ‘

Jaringan Intra Pemerintah Provinsi

/



Contoh Alamat LII) di Katalog:

PENYELENGGARA LID NASIONAL

Katalog Nasional LID

Sistem Penghubung

LID Nasional

172.16.37.82/master/Kota

w

DOKUMEN

PENGGUNA LID
(SUBSCRIBER)

APLIKASI = KOMPONEN

ELEKTRONIK

= =y

Keterangan:

PENYEDIA LID
(PROVIDER)
JARINGAN
Contoh Alamat LID
Alamat Pengguna: Penyedia:
103.4.1.5 10.3.2.9/Kota

DOKUMEN
ELEKTRONIK

Penyedia dan Pemanfaat adalah Instansi Penyelenggara Negara atau Instansi lain yang menyelenggarakan pertukaran data dan/atau
dokumen elektronik sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan dengan memanfaatkan mekanisme Interoperabilitas menggunakan
Katalog Nasional LID

Jaringan adalah jaringan yang digunakan untuk menyediakan keterhubungan antara Penyelenggara LID Nasional, Penyedia dan

Pemanfaat yang dapat berupa Jaringan Intra Pemerintah atau Jaringan lain sesuai dengan kebutuhan Ineroperabilitas




Interoperabilitas Internal

v Interoperabilitas antar unit/satuan
kerja/organisasi internal IPPD dilakukan
melalui Sistem Penghubung Layanan
IPPD




Kebijakan Interoperabilitas

A\olikasi F
hansi F




Sistem Penghubung Layanan Pemerintah :
° Perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

.

Internal Instansi Pusat

o)

Data A2 ta A3

()racle]

Datq C2

Sistem Penghubung Layanan
Instansi Pusat (SPL IP) (A)

[

Sistem Penghubung Layanan Sistem Penghubung Layanan
Instansi Pusat (SPL IP) (B) Instansi Pusat (SPL IP) (C)

I/

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

/v1 b | Enterprise Service Bus, APl Management, Extract Transform Load (ETL)
[N

\

Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah (SPL PD) (X)

——

Eri‘l

LDAP X

T
3

ud Directory X2
Data X3

ri\al Pemerintah Daerah

N\

Sistem Penghubung Layanan

Sistem Penghubung Layanan

Pemerintah Daerah (SPL PD) (2)

Pemerintah Daerah (SPL PD) (Y)

>N
339 IPPD:

* 60 Instansi Pusat
279 Pemerintah Daerah

Dasar Hukum:

* Perpres 95/2018 tentang
Pemerintahan Berbasis Elektronik

* Perpres 39/2019 tentang Satu Data
Indonesia

* Permenkominfo 1/2023
Interoperabilitas Data
Penyelenggaraan SPBE dan SDI

Sistem

tentang
dalam

2021 : Pengembangan SPLP
Fitur :

v" Multitenancy

v Enterprise Service Bus
v" APl Management

v' ETLTools




Desain Arsitektur Aplikasi SPLP

Core Components:
1. Integration / ESB

Backend & Service Bus dari proses

integrasi layanan pemerintah yang
belum memiliki API.

2. APl Management

Pusat pengelolaan API untuk
berbagi pakai layanan dan data
pemerintah (Katalog API).

3. Konsolidasi

Data Induk /

KIL/D DB Referensi ~ Standar Data  Metadata

@ @ @ bB e | (e | @

KILD
VPN

.:ﬁ :lpl:iuc .'# AP terkait
SERVICE S Lain

=
BtA® & 1"@ L}

K/L/D
File Stream  Cloud Sensor Database Datalske  Datasource,

2 & @ @

DWH REST SOAP  GRAPHQL STREAMING

K/L/D/Public Backend API/ Service

> > » > 2
», INTEGRATION ?, INTEGRATION ? INTEGRATION 2, INTEGRATOR », INTEGRATION
< PROXY SERVICE ' DATASERVICE < MEDIATORS < MESSAGE STORE « CONNECTOR

4 s OTHER
g INTEGRATION

|

INTEGRATION / ESB

|
v
Portal m API Traffi
© i Kataiog @ Analytics Key Management Manager © APiGateway H
R API MANAGEMENT
Konsolidasi Konsolidasi @ ; 4 ‘I
Portal ; Worker ;"Ac%mcv ; 9 Monitoring l gtbcfacg;e 3 -
KONSOLIDASI - SPLP

K/L/D K/L/D

. ETL/DWH Databases
Public

D

g

Other Syste!

K/L/D
Application

Public
Application



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
I . I f t

Scratch

Kondisi Aplikasi belum memiliki
API, perlu pendefinisian dataq,
koneksi ke database via jartup,
whitelist ip, vpn, dsb Fitur
Enterprise Service Bus (ESB)

SPL IPPD
Re sudah

running berjalan,
klasifikasi data dan
mirroring / export-
import SPL IPPD ke
SPLP Nasional. SPLP

API| Ready
Aplikasi sudah memiliki API

namun keterhubungan
aplikasi masih host to host

API
fitur APl Management Management(APIM)
(APIM) Tenant Nasional
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